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Setiap pemilik kendaraan umum yang dioperasikan di
jalan wajib untuk diuji sebagaimana yang ditentukan oleh
pasal 13 Undang—undang Nomor 14 Tahun 1#92 (selanjutnya
disingkat UU No. 14 Tahun 1992} tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya. Uji kendaraan tersebut meliputi uji
tipe dan atau uji berkala, yang pengujiannya dilakukan
cleh instansi yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah
Tingkat I yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
{selanjutnya disingkat DLLAJR).

Dengan demikian antara pemilik kendaraan umum yang
wajib uji dengan pihak DLLAJR terikat dalam suatu perikat-
an, sehingga menimbulkan suatu kewajiban yang dibebankan
kepada masing-masing pihak secara bertimbal balik. Kewaji-
ban pihak DLLAJR adalah melakukan uji baik uji tipe atau
uji berkala dan peralatan yang perlﬁ diuji meliputi sitem
penerangan, sistem kémudi, as dan suspensi, ban dan pelek,
rangka dan bodi, sistem rem, mesin transmisi dan lain-lain
yang meliputi sistem bahan bakar dan sistem kelistrikan
sebagaimana tertuang dalam Feraturan FPemerintah Lalu Lin-—
tas Jalan Nomor 451 (selanjutnya disingkat PFL}.

Apabila setelah dilakukan uji secara berkala dan
dinyatakan lulus uji dalam arti laik jalan, berarti selama
masa tertentu yaitu enam bulan sebagai batas waktu uji
berkala, pemilik angkutan umum maupun pengemudinya serta
pengguna jasa angkutan terjamin keselamatannya asalkan

kendaraan umum tersebut digunakan sesuai dengan peruntuk-



annya misalnya tidak melebihi batas muatan, maupun batas
Lecepatannya.

Dengan memahami latar belakang uraian di atas, hal
vang perlu dipermasalahkan dalam skrisi ini adalah :
Dapatkah DLLAJR bertanggunggugat atas kerugian akibat ke—
celakaan terhadap kendaraan umum yang dinyatakan laik
jalan ? Rerdasarkan permasalahan tersebut maka skripsi ini
saya beri judul : "TANGGUNG GUGAT DINAS LALU LINTAS DAN
ANGEUTAN JALAN RAYA ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN TERHA-

DAP KENDARAAN UMUM YANG LAIK JALANY.

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban permasalaban
sebagaimana di atas dengan benar atau mendekati kebenaran,
maka diperlukan suatu penelitian baik melalui studi kepus-
takaan maupun pengamatan lapangan di kantor DLLAJR. Dengan
melakukan penelitian diharapkan bisa diketahui dapat atau
tidak pihak DLLAJR dimintai pertanggungjawaban atas keten-
tuan laik jalan tersebut apabila ternfata kendaraan menga-

lami kecelakaan, padahal masih dalam batas waktu enam bu-

lan dan kendaraan umum digunakan sesuai dengan peruntukan-—

nya.

FPelaksanaan penyusunanskripsi saya bagi menjadi em-
pat tahap vaitu tahap persiapan penyusunan diperlukan wak-
tu empat minggu, tahap pengumpulan data diperlukan waktu

empat minggu dan tahap pengolaﬁan serta analisis data di-



perlukan diperlukan waktu empat minggu-

Metode penyusunan skripsi, pendekatannya dilakukan
secara yuridis normatif maksudnya pemabahasannya didasar-
kan atas peraturan perundang-undangan yang.berlau dalam
hal ini UU No. 14 Tahun 1992 serta peraturan peléksanaanya
daﬁihitab Undang—undarng Hukum perdata (selanjutnya dising-
kat KUH Perdata)f Sumber data bérupa data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang
bersifat mengikat berupa peratutran perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan primer berupa
literatur maupun bahan perkuliahan.

FProsedur pengumpulan data dilakukan dengan cara
membaca, mempelajari, mengidentifikasi, kemudian diklasi-
fikasikan, sehingga diperocleh data yang ada relevansinya
dengan masalah yang dibahas. Sedangkan pengolahan data
dilakukan secara deduktif maksudnya bertolak dari tanggung
Jawab DLLQJR secara umum disimpulkan menjadi kbusus yaitu
tanggung jawab DLLAJR .terhadap kendaraan umum yang laik
jalan. Selajutnya dianalisis secara kualitatif maksudnya
menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran
yang logis dan bernalar dengan menelaah sistematika pera-—
turan perundang-—undangan, sehingga diperoleh data yang

bersifat deskriptif analasis.

Dari pokok hasil penelitian diketahui bahwa dalam



upaya mempéruleh penjelasan upaya memperoleh penjelasan
masal ah pertanggungjéwaban penggantian kerugian, maka yang
perlu diketahui adalah hubungan hukum yang mengikat kedua
belah pibak tersebut. Hubungan hukum disebut juga dengan
perikatan, perikatan itu sendiri dapat lahir karena per-—
janjian dan dapat lahir karena undang—undang. Farikatan
yang lahir karena perjanjian mempunyail konsekuensi apabila
salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, memenuhi tetapi
terlambat atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang
dijanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar.
janji atau wanprestasi. Pihak yang dirugikan akibat adanya
wanpre5t§si.ini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
penggantian kerugian berupa biavya, rugi dan bungan seba-
gaimana ditentukan pasal 1239 dan 1243 KUH Ferdata.
Sedangkan perikatan yang dilahirkan karena undang-
undang mempunyai konsekuensi apabila melakukan perbuatan
yang memenuhi unsur—unsur perbuatan melawan hukum dapat
dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum seba-
gaimana ditentukan dalam pasal 1363 KUH perdata yang ber-
akibat dapat digugat penggantian kerugian atas dasar per-
buatan mélawan hukum. Adapun unsur—unsur perbuatan melang-
gar hukum adalah harus ada perbuatan yang melanggar hukum,
adanya kesalabhan, timbulnya suatu kerugian serta adanya

hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Eerdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan



bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak pemilik
angkutan dengan pihak DLLAJR atas dasar perikatan yang la—
hir karena persetujuan. Hal ini nampak dari kewajiban yang
dibebarkan kepada pihak DLLAJR yaitu melakukan uji kenda-
raan umum dan bertanggungjawab atas hasil uji laik jalan
yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan bahwa pihak
DLLAJR berkewajiban untuk melakukan uji berkala terhadap
kendaraén umum, sehingga apabila menyatakan bahwa kenda-
raan laik jalan, namun kenyataan kendaraan mengalami kece-
lakaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketabui bahwa
kendaraan tidak laik jalan padahal pemilik angkutan telah
menggunakannya sesuai dengan peruntukannya dan masa ber-—
laku wii berkala belum habis, maka dapat dikatakan pihak
DLLAJR telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yaitu
melakukan Eewajiban fetapi tidak sesuail dengan yang diten-

tukan.



